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10.

11.

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

. Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209):

Undang-Undang Norior 17 Tahun 1997 tentang. Penyelesaian
Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 40, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3684):

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak

dengan Surat Paksa ‘Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686);

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (LemLaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 129, Tainbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Nzgara Republik Indonesia Nomor 4355)

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republix Indonesia Nemor 4389)

. Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberana kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

tentang Perimbangan
Pemerintahan Daerah
un 2004 Nomor 126,
a Nornor 4438);

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
(Lemparan Negara Republik Indonesia Tah
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi

Undang-Undang Momor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retiibusi Daerah (Lembaran Ne

gara Republik Indonesia Tahun 2009
Normor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Uncang-Undang  Nomor 27 Tahun 2009
Permusyawaratan Rakyat,

Perwakilan Daerah, dan Dewa
Negara Republik Indonesia
Lembaran Negara Republik |11d

tentang Majelis
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

n Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Tahun 2009 Nomor 123, tambahan
onesia Nomor 5043);
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Menetapkan

PERTAMA

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

13. Peraturan Pemerintan Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perutahan
Batas Wilayah Kotainadya Daerah Tingkat Il Pekalongan, Kabupaten
Daerah Tingkat Il Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat o”
Batang (Lembaran Nzgara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelclaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Q5
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinci, dan Pemerntahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Noinor 5104),

17. Peraturan Daerah Kabhupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran: Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E No. 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Batang ( L embaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008
Nomor | Seri E Nomor 1 );

19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang

Nomor 04 Tahun 2010 *entang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daeran Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

. Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bgr:gunan. sebagaimana tercantum dalam laporan hasil
pembahasan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Batang Pembahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Batang. :






